
BUPATIBANGKALAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 
NOMOR 5 TAHUN 2015 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKALAN, 

Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1), Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015, Kepala daerah wajib mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen 
pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai 
dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam 
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan telah 
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomo~ 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, T

1
ambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 



- 4 -

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972 ); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

26 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2015 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5694); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan 
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 212) 

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 81); 

30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 288); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
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dirubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 59); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Ka bu paten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9 / E), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bangkalan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 24); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan 
Tahun 2010 Nomor 1/B) sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 
2014; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 
Tahun 2013; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7 /E); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan 
Tahun 2013 Nomor 1/E); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah 
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dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 5/E); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik 
Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 
6/E); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan 
Tahun 2015 Nomor 2/A); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 

dan 
BUPATI BANGKALAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

sebagai berikut: 
1. Pendapatan Daerah: 
2. Belanja Daerah: 

Surplus/ (Defisit) 

3. Pembiayaan Daerah: 
a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 
Pembiayaan netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 

Pasal 2 

Rp2.042.254.338.523,20 
Rp2.126.371.430.270,90 

Rp(84.117.091.747,70) 

Rpl 19.017.091.747,70 

Rp34. 900. 000. 000, 00 

Rp84.117.091.747,70 

Rp0,00 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 

1, terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah Rp165.985.223.860,20; 
b. Dana Perimbangan, sejumlah Rpl.591.743.107.051,00; 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sejumlah 

Rp284.526.007.612,00; 
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah, sejumlah Rp25.078.486.740,76; 

b . Retribusi Daerah, sejumlah Rp16.260.004 .293,00; 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, 

sejumlah Rpl.781.172.231,74; 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sejumlah 
Rp122.865.560.594,70; 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, sejumlah 
Rpl00.952.368.311,00; 

b. Dana Alokasi Umum, sejumlah Rpl.012.242.530.000,00; 
c. Dana Alokasi Khusus, sejumlah Rp478.548.208.740,00; 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Hibah, sejumlah Rp2.574.530.000,00; 
b. Dana Darurat, sejumlah Rp0,00; 
c . Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya, sejumlah Rp87.126.548.444,00; 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, sejumlah 
Rpl 77.577.145.000,00; 

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah 
lainnya, sejumlah Rpl 7.083.867.000,00; 

f. Lain-lain Penerimaan Rp163.917.168,00; 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, 
terdiri dari: 
a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah Rpl.248.580.133.475,40; 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp877.791.296.795,50; 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp921.617.313.881,04; 
b . Belanja Bunga, sejumlah Rp8.693.555.555,56; 
c. Belanja Subsidi, sejumlah Rp0,00; 
d. Belanja Hibah, sejumlah Rpl6.790.120.000,00; 
e. Belanja Bantuan Sosial, sejumlah Rp340.000.000,00; 
f. Belanja Bagi Hasil, sejumlah Rp2.000.000.000,00; 
g. Belanja Bantuan Keuangan, sejumlah Rp297.639.144.038 ,80; 
h. Belanja Tidak Terduga, sejumlah Rpl.500.000.000,00; 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp184.685.686.144,80; 
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b. Belanja Barang dan Jasa, sejumlah Rp229.868.791.097,70; 
c. Belanja Modal, sejumlah Rp463.236.819.553,00; 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
angka 3 terdiri dari: 

a. Penerimaan, sejumlah Rpl 19.017.091.747,70; 
b. Pengeluaran, sejumlah Rp34. 900.000.000,00; 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 
dari jenis pembiayaan: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), 

sejumlah Rpl 18.500.498.385,70; 
b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah Rp0,00; 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

sejumlah Rp0,00; 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, sejumlah 
Rp0,00; 

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sejumlah Rp0,00; 
f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah Rp0,00; 
g. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah, sejumlah 

RpS 16.593.362,00; 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri 

dari jenis pembiayaan: 
a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah Rp7.500.000.000,00; 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah 

Rp3 .400. 000. 000 ,00; 
c. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah Rp24.000.000.000,00; 

d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah Rp0,00; 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I 

2. Lam piran II 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016; 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan 
Kerja Perangkat Daerah; 



3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 
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Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; 

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per 
Jabatan; 

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

11. Lampiran XI 

12. Lapiran XII 

13. Lam piranXIII 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 
Aset Tetap Daerah; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 
Aset Lain-lain; 

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan 
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; 

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal 6 

(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya di Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

(2) Ketentuan mengenai penganggaran dan pengeluaran keadaan 
darurat dianggarkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
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Pasal 7 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan. 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangkalan. 

1:\) 
t :'~ 
' \ 

Ditetapkan di Bangkalan 
a tanggal 28 Desember 2015 

MAKMUN IBNU FUAD 




